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MOTTO

Kebanggan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal,

Tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh®

! Kumpulan Kata-kata Mutiara http://chenk-rahman.blogspot.com/2012/10/kata-kata mutiara.html
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RINGKASAN

Partai Politik adalah wadah bagi aspirasi rakyat untuk menyuarakan
kepentingan rakyat terhadap penguasa, yang pada dasarnya penguasa adalah
Presiden sebagai kepala negara yang notabene dipilih oleh rakyat melalui
pemilihan umum yang bersifat rahasia. Partai Politik merupakan suatu wadah dan
sarana untuk menyatakan bebebasan berpendapat akan tetapi kebebasan
berpendapat itu harus sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga
peruntukannya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan pada akhirnya. Dapat kita
lihat perjalanan partai politik dari awal kemerdekaan sampai sekarang banyak
sekali lika-liku yang dihadapi dalam acara pembuaran partai politik itu
diantaranya, Pembubaran Partai PKI, Pembubaran Masjumi, Pembubaran PSI dan
Pembekuan Partai Murba adapaun cara-cara yang dipakai adalah dengan
menggunakan Keppres yang langsung dilayangkan kepada partai tersebut.
Dengan perkembangan sistem ketatanegaraan ini dapat Berdasar itu maka dapat
diambil suatu permasalahan :

1. Bagaimana Hukum Acara Pembubaran Partai Politik di Indonesia

diatur Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 12 Tahun 2008?

2. Apa Akibat Hukum Yang Timbul dari Pengaturan Tentang Legal
Standing Pemohon Dan Termohon Menurut Pasal 3 Peraturan
Mahkamah Konstitusi No. 12 Tahun 2008 ?

3. Bagaimana seharusnya Hukum Acara pembubaran Partai Politik di
Indonesia diatur kedepan?

Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan tujuan
khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu: untuk memenuhi syarat
yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember, Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui dan

mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan
masalah yaitu dengan mengunakan Undang-Undang dan konseptual. Metode
pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer,
sumber bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum serta analisa bahan hukum.
Pada bab pembahasan, akan membahas mengenai 2 (dua) hal yang terdapat dalam
rumusan masalah.

Dewasa ini Pembubaran Partai Politik itu diatur dalam Peraturan Mahkamah
Konstitusi No 12 Tahun 2008 Tentang Hukum Acara Pembubaran partai Politik.
Berbeda halnya dengan pada saat dahulu ketika pada awal-awal kemerdekaan ada
ada beberapa partai yang dibubarkan melalui keppres.

Akibat hukum yang ditimbulkan dengan pengaturan legal standing tentang
pemohon dan termohon adalah: Pemohon dalam pembubaran partai politi di
Indonesia adalah tetap Presiden.
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Ketika berbicara bagaimana seharusnya Pembubaran partai Politik itu di masa
yang akan datang maka yang perlu direvisi adalah tentang legal standing pemohon
dalam hal ini adalah Presiden. Akan tetapi perlu direvisi lagi bahwa rakyatlah
atau warga negara yang berhak menjadi pemohon karena agar tidak terjadi
kesewenang-wenangan kekuasaan yang dilaksanakan oleh Presiden terhadap
partai politik yang lain.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang merdeka dan berdaulat penuh. Negara
Indonesia berdasar atas Hukum (Rechstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka
(Machstaat) oleh karena itu segala sesuatunya berdasar oleh Hukum. Ini
dibuktikan dengan UUD NRI 1945 pasca perubahan, telah memberikan dasar-
dasar penyelenggaraan negara hukum yang berbasis demokrasi. Hal ini, tercermin
dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa, Negara
Indonesia adalah Negara Hukum dan Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 yang
menyatakan bahwa, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut

Undang Undang Dasar.

Didalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 menyebutkan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan
dengan undang-undang.” makna dari kata berserikat dan berkumpul adalah sama
halnya dengan kita membentuk suatu wadah yang dimana wadah ini digunakan
sebagai sarana untuk mengeluarkan pendapat. Wadah ini sering kali Kita ibaratkan
sebagai suatu Organisasi yang ketentuanya diatur oleh Undang-Undang dan tidak
bertentangan oleh Undang-Undnag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Organisasi pengsusung aspirasi rakyat ini lebih sering disebut dengan nama
Partai Politik.

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara
demokrasi. Negara dijalankan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.
Organisasi negara pada hakikatnya dilaksnakan oleh rakyat itu sendiri atau
setidaknya atas persetujuan rakyat karena kekuasaan tertinggi berada di tangan
rakyat. Oleh karena itu syarat utama pelaksanaan demokrasi adalah adanya
lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan berkala dan menghendaki

adanya kebebasan politik agar pemilihan tersebut benar-benar bermakna.



Dalam konsepsi negara hukum modern, kebebasan politik tersebut
menjadi ciri yang tidak bisa dilanggar. International Commision of Jurists pada
konferensinya di Bangkok tahun 1965 menjadikan kebebasan menyatakan
berpendapat dan kebebasan berserikat sebagai ciri-ciri pemerintahan yang
demokratis dibawah Rule of Law. Wujud dari kebebasan politik tersebut adalah
kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan berserikat melalui pembentukan

partai politik.

Perkembangan kehidupan partai politik dapat dilihat berjalan paralel
dengan perkembangan demokrasi. Pada rezim yang demokratis, selalu diikuti
dengan kehidupan kepartaian yang dinamis. Sebaliknya pada rezim otokratis,
kehidupan partai politik sangat dibatasi, baik pembentukan maupun aktivitasnya

sehingga menjadi legitimasi bagi rezim yang sedang berkuasa

Sebagai manifestasi dari kebebasan berpendapat dan berserikat,
keberadaan partai politik dan hak untuk membentuk partai politik harus
dilindungi. Hak itu tidak boleh dilanggar secara sewenanng-wenang oleh negara,
apalagi pemerintah. Wewenang pembubaran partai politik tidak boleh lagi berada
di tangan pemerintah karena pada prinsipnya pemerintah dibentuk oleh partai
politik. Pembubaran partai politik hanya dapat dilakukan melalui proses hukum

sesuai dengan prinsip due process of law oleh lembaga peradilan.

Berdasarkan pemikiran tersebut yang tumbuh dan berkembang di era
reformasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca
perubahan menentukan salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah
Pembubaran partai politik sedangkan pemerintah hanya sebagai pemohon.
Wewenang ini menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of
the constitution, yaitu di satu sisi melindungi hak konstitusional warga negara
yang diwujudkan dalam dan pembentukan dan aktivitas partai politik, dan disisi

lain menjaga konstitusi tidak dilanggar oleh partai politik.

Walaupun sampai sekarang kasus pembubaran partai politik belum pernah

diputus oleh Mahkamah Konstitusi namun studi untuk tentang pembubaran partai



